
BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

BUPATI  BOGOR,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola dan pengguna
melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun,
yang digunakan untuk menyusun buku inventaris, buku
induk inventaris dan rekapitulasi barang;

b.bahwa dalam rangka memperoleh data barang milik daerah
secara tertib, efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam menyusun buku inventaris,
buku induk inventaris dan rekapitulasi barang, perlu
disusun Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang....
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan....
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah
Provinsi/Kabupaten Kota;

22. Peraturan....
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22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian   Barang
Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981
Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993
Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005
tentang Pendirian Perusahaan Daerah  Pasar Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 234);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi
Kelas B (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong
Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 13);

32. Peraturan....
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008

tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 39);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2009 Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan 42);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 43);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10
Tahun 2010);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang
Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 2);

42. Peraturan....
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang
Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 8);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 22);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi
Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 64);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2012 Nomor 14);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);

MEMUTUSKAN :....
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
SENSUS BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bogor.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bogor selaku pengelola barang milik daerah.

6. Dinas daerah adalah dinas daerah Kabupaten Bogor.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang

selanjutnya disingkat DPKBD, adalah Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.

8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik
daerah.

9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat
yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan
kerja perangkat daerah.

10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
pengguna barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang.

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Unit Kerja atau
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk oleh
pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya.

13. Unit....
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13. Unit Kerja adalah bagian, bidang, Kepala Sekolah atau Unit

Pelaksana Teknis (UPT) SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang selanjutnya

disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor.

15. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah yang
berasal dari pembelian dengan sumber dana sebagian atau
seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah,
baik dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan
tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

16. Sensus Barang Milik Daerah adalah suatu kegiatan untuk
mendapatkan data barang yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta akurat.

17. Panitia Sensus Barang Milik Daerah adalah Panitia yang
bertugas melaksanakan sensus barang milik daerah.

18. Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh
pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun
dan memerlukan biaya pemeliharaan.

19. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP atau
dengan sebutan Buku Inventaris adalah daftar yang memuat
data barang inventaris yang digunakan oleh masing-masing
pengguna barang.

20. Daftar Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat DBMD
atau dengan sebutan Buku Induk Inventaris adalah daftar
yang memuat seluruh barang inventaris yang ada pada
Pengguna dilaksanakan oleh pembantu pengelola.

21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik
daerah.

22. Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan
administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang
inventaris sebagai hasil sensus ditiap-tiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada
waktu tertentu.

23. Buku Induk Inventaris adalah gabungan/kompilasi buku
inventaris.

24. Kartu....



-9-
24. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB,

adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara
tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal,
volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain
mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk
inventarisasi maupun tujuan lain yang dipergunakan selama
barang itu belum dihapuskan.

25. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR,
adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang
ada dalam ruangan kerja.

26. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap
barang inventaris milik Pemerintah daerah yang menyatakan
kode lokasi dan kode barang.

27. Kode lokasi adalah kode yang menggambarkan/menjelaskan
status kepemilikan barang, provinsi, kabupaten, kota, bidang,
SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.

28. Kode barang adalah kode yang menggambarkan kode
golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok
dan kode sub-sub kelompok barang milik daerah.

29. Nomor register adalah nomor urut pencatatan dari setiap
barang inventaris.

BAB II
ASAS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2
Sensus barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas :
a. keseragaman yaitu sensus dilaksanakan secara serempak pada

seluruh SKPD atau Unit Kerja, adanya kesamaan waktu dalam
melaksanakan sensus barang milik daerah dari SKPD atau unit
kerja;

b. akuntabilitas yaitu data yang diperoleh dari hasil sensus dapat
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah;

c. efektivitas yaitu pelaksanaan sensus dilakukan dengan cara
yang tepat dan diharapkan mendapatkan data yang optimal
guna tercapainya tertib administrasi barang daerah; dan

d. kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar
inventaris dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna
merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang
suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah secara
bertahap.

BAB III….
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BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud pelaksanaan sensus barang milik daerah dilakukan
untuk mendapatkan data barang milik daerah yang benar dan
akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4
Pelaksanaan sensus barang milik daerah bertujuan untuk :
a. memperoleh data mengenai jumlah barang milik pemerintah

daerah dan keterangan lain;
b. menggunakan dan memanfaatkan setiap barang milik daerah

secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya;
c. mengetahui secara pasti keberadaan dan status kepemilikan

barang daerah;
d. memberikan informasi yang tepat dalam hal perencanaan

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi; dan

e. menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5
Pengelola dan Pengguna wajib melaksanakan sensus barang milik
daerah setiap 5 (lima) tahun sekali yang digunakan untuk
menyusun buku inventaris, buku induk inventaris dan
rekapitulasi barang.

Pasal 6
Barang milik daerah yang disensus adalah seluruh barang
inventaris milik/dikuasai pemerintah daerah terdiri dari :
a. barang milik pemerintah daerah yang berada pada SKPD

termasuk barang milik daerah yang dipisahkan pada Badan
Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah;

b. barang milik Provinsi Jawa Barat yang berada dan digunakan
oleh SKPD/unit kerja pemerintah daerah; dan

c. barang milik kementerian/lembaga yang berada di daerah dan
digunakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 7....
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Pasal 7

(1) Pelaksanaan sensus barang milik daerah, dilaksanakan melalui
tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Tata cara pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal 8
(1) Dalam pelaksanaan sensus barang milik daerah dibentuk Panitia

Sensus Barang Milik Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) Panitia Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari pengelola barang daerah, pengurus atau
penyimpan barang yang berada pada setiap SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

H
ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR



NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Bogor
D a r i : Plt. Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/VII/2013
Tanggal : Juli 2013
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati

tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah

Bersama ini disampaikan Naskah Keputusan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.

Pertimbangan disampaikannya naskah keputusan ini, adalah sebagai
berikut :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah,  Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang daerah
setiap 5 (lima) tahun, yang digunakan untuk menyusun buku inventaris,
buku induk inventaris dan rekapitulasi barang;

b. bahwa dalam rangka memperoleh data barang milik daerah secara tertib,
efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun buku
inventaris, buku induk inventaris dan rekapitulasi barang, perlu disusun
Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sensus Barang Milik Daerah.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat
ditandatangani.

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19600904 1989031005


